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ABSTRAK 
  

Berjudul Skripsi yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa 
Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorongan Kecamatan Leces 
Kabupaten Probolinggo” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang 
bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kondisi dan pengelolaan dana 
desa di Desa Jorongan dan bagaimana efektivitas kebijakan dana desa terhadap 
peningkatan infrastruktur di Desa Jorongan. 

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala 
desa, kasi pemerintahan, kasi keuangan dan masyarakat desa. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Dana 
Desa Dalam Peningktan Infrastruktur Di Desa Jorongan Kecamatan Leces 
Kabupaten Probolinggo mampu meningkatkan dana desa dalam peningkatan 
infrastruktur di desa jorongan. Hasil wawancara ke beberapa informan bahwa 
upaya yang dilakukan dalam proses dimulai dengan peningkatan infrastruktur di 
Desa Jorongan akan mengoptimalkan yaitu 1.) Tepat Pelaksanaan, dengan adanya 
kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga dalam peningkatan 
infrastruktur berjalan dengan baik akan tetapi infrastruktur dilaksanakan oleh desa 
berupa jalan, drainase dan paving. Dengan berdirinya peningkatan infrastruktur di 
Desa Jorongan terhadap kondisi masyarakat akan terpengaruh dengan baik 2.) 
Tepat Kebijakan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat Desa Jorongan 
telah menerima peningkatan infrastruktur dengan baik dan menikmati 
pemanfataanya yakni akses masyarakat Desa Jorongan sehari-hari lebih mudah. 
3.) Tepat Proses pemerintah sudah menyesesuaikan rencana yang sudah 
ditetapkan sehingga desa sudah memahami maksud dan tujuan terhadap kebijakan 
Dana Desa. Kebijakan dana desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan dari kebijakan Dana Desa. Untuk kontribusi peningkatan pendapatan desa 
pemerintah desa jorongan sudah fokus terhadap peningkatan infrastruktur hingga 
saat ini. 

 Penelitian menyarankan kepada Pemerintah Desa Jorongan Kecamatan 
Leces Kabupaten Probolinggo agar selalu melibatkan masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan desa, karena dengan keterlibatan masyarakat desa maka 
akan menciptkan pemerintah desa tanggungjawab, serta selalu memperbaiki 
kepemerintahan yang baik jujur dan amanah. 

 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Peningkatan Infrastruktur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan 

peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarkat. Pembangunan merupakan 

suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas 

ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. 

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu dengan meningkatnya 

pendapatan. Keberhasilan dalam pembangunan diukur dari besarnya kemauan 

dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk 

menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan 

Pembangunan merupakan aspek penting dalam mewujudkan cita-cita 

konstitusi, keadilan sosial terhadap unsur pemerataan pembangunan.1   

Efektivitas berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi 

efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang 

yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dimana efektifitas 

penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Jorongan Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo, ada beberapa aspek yang di gunakan dalam 

membahas yang berdasarkan refrensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa 

aspek yang ada, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, 

ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir. 2Indikator yang pertama 

                                                           
1 Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung 
Kebijakan Dana Desa”.6 no 1 (Juni 2015): hal 65-66 
2  Edwin Kambey, “efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi 
Kasus Desa Karegesan kecamatan kautidan kabupaten minahasa utara)”. (Jurnal) hal 3-6 
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untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan 

suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu 

mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi 

tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Program 

pembangunan yang dilaksanakan diDesa Jorongan dengan menggunakan Dana 

Desa adalah perbaikan jalan, drainasse dan paving.  

Saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional 

baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju 

pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat 

upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung 

pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.3 

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena 

didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 

bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang 

bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. 

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah perdesaan adalah dengan 

pemberdayaa masyarakat serta pengembangannya terhadap ekonomi. Salah 

satunnya pembangunan menjadi salah satu isu yang selalu hangat untuk 

dibicarakan karena adanya dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi atau 
                                                           
3   Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang)” 1, no. 6 (2012): 1203–1212. 
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mengejar pemerataan pembangunan terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade 

pembangunan Indonesia cenderung  jawasentris dan menekankan pada 

pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi antara 

pembangunan di pulau jawa dengan daerah-daerah lain, khususnya wilayah 

indonesia timur. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan indonesia berubah arah yakni 

membangun dari pinggir dan pembangunan dari desa. Kebijakan tersebut 

dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan indonesia dan mengejar 

ketinggalan pembangunan yang ada di desa dari kota.4 

Adapun dengan adanya infrastruktur pertumbuhan ekonomi terjadi apabila 

dengan adanya pembangunan jalan, drainase dan paving memberikan akses 

yang lebih mudah kepada warga untuk menuju ke tempat lain baik di dalam 

kawasan tersebut maupun ke wilayah lain. Selanjutnya, tersedianya jalan yang 

layak dan mampu memberikan akses terhadap kegiatan ekonomi supaya 

masyarakat makin mudah untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan 

desa yang terbangun dan maju diharapkan akan mampu mendorong 

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karenanya, salah satu 

implikasi dari UU Desa untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan desa 

adalah adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk 

membiayai pelaksanaan pembangunan dari pemberdayaan masyarakat desa.  

                                                           
4. Amni Zakasyi Rahman, Diyah Novitasari, “Kebijakan Pembangunan Desa melalui pembangunan 
infrastruktur trasportasi dalam upaya pemerataan pembangunan”. 3 no 2 (Oktober 2012): hal 85 
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Ketimpangan terhadap ketersediaan infrastruktur dianggap menjadi salah 

satu faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara satu 

wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya 

pembangunan infrastruktur dasar yang mampu menunjang keterjangkanan 

suatu wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Tujuan 

dari adanya peningkatan terhadap infrastruktur adalah untuk efektivitas 

kebijakan dana desa terhadap infrastruktur diperlukan dengan adanya 

pembangunan fasilitas infrastruktur dasar seperti jalan drainase dan Paving 

untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat semakin stabil.5 

Dalam Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan 

ekonomi secara berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing terhadap 

penyediaan dalam perbaikan jalan, drainase dan paving bangunan-bangunan 

untuk kebutuhan dasar manusia yang sangat penting.6 pelaksanaan program 

pembangunan infrastruktur tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi 

masyarakat terutaman dalam hal drainase dan jalan. Akibat dari drainase tidak 

dibangun maka terjadi genangan air dirumah warga dan tentunya juga akan 

mempengaruhi saluran pembangunan. selain itu jalan yang digunakan 

masyarakat berupa tanah sehingga ketika pada musim hujan menyulitkan 

masyarakat untuk melewati jalan tersebut tetapi dalam pencapaian sasaran 

memerlukan tingkat pastisipasi masyarakat yang akan dibangun untuk 

mencapai sasaran yang kedua dimana kegiatan tersebut dilakukan demi 

                                                           
5 Ibid, hal 86 
6 Robert J. Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005): hal 
8 
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meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan 

infrastruktur.7 Maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan 

pembangunan untuk dapat mewujudkan kondisi pada kemampuan masyarakat 

yang diharapkan. Sasaran terlaksananya penyelenggaraan pembangunan 

infrastruktur pedesaan yang partisipatif, transparan dan berkelanjutan sangat 

jelas untuk mencantumkan bahwa partisipasi merupakan point utama.  

Desa merupakan struktur pemerintah terkecil yang berperan strategis 

dalam proses pembangunan nasional, karena bersentuhan secara langsung 

dengan masyarakat yang ada di desa. Salah satu yang mengiringi penetaan UU 

Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Desa sebagai unit 

pemerintah terdepan yang berhubungan dengan masyarakat perlu didukung 

pendanaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintah maupun 

pembangun desa.8 Pembangunan di Desa Menjadi tanggungjawab kepala desa. 

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala 

desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga 

kemasyarakatan yang ada di desa.  

Desa Jorongan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo berkait dengan Bantuan Dana Desa tentunya 

merupakan kebijakan Dana Desa yang baru bagi desa itu sendiri, banyak 

                                                           
7 Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, Muh Sutrisno, “Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Desa Timoreng Panua) 5 no 1 (Februari 2019): hal 
2 
8 Novita Ayu Handayani, “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa” 
(Studi Kasus Desa Jetis karangpung Sragen) 6 no 1 (Januari-Juni 2019):81 
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kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketiksiapan 

dari aparatur pemerintah desa itu sendiri untuk mewujudkan desa menjadi lebih 

baik lagi. Maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan 

lembaga-lembaga yaitu terkait dalam program peningkatan terhadap 

infrastruktur yang ada di desa. Supaya dari musyawarah ini akan muncul 

rencana-rencana infrastruktur untuk tahun yang akan datang semakin 

meningkat dan teratasi. Maka dari itu perangkat desa akan mengetahui berapa 

dana yang dibutuhkan desa untuk dicairkan dalam peningkatan infrastruktur 

yang ada di desa. Untuk mengingat bahwa Dana Desa merupakan dana kucuran 

dari pemerintah yang ditunjukan secara langsung untuk masyarakat melalui 

pemerintah, serta mengalokasikan Dana Desa yang dapat realisasikan untuk 

pembangunan baik fisik maupun non fisik.  

Dalam mempercepat pembangunan yang ada di desa salah satunya adalah 

program dana desa. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada kepala desa 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lansung di 

transfer ke pemerintah Daerah di Kabupaten Probolinggo lalu habis itu melalui 

perangkat desa supaya dana desa mengalir untuk kebutuhan dalam peningkatan 

infrastruktur yang ada di desa. Adanya program dana desa memberi ruang 

masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Ruang pasrtisipasi yang 

lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam 

menyampaikan aspirasinya supaya program yang ada di desa berjalan dengan 

lancar dan baik. Apalagi dana desa ini merupakan dana bantuan langsung yang 

di alokasikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan sarana pelayanan 
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masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta 

diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi 

pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. 

Kondisi infrastruktur jalan yang sekarang dapat mendorong mobilitas 

barang dan jasa dari menuju Kabupaten Probolinggo untuk perkembangan 

infrastruktur di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo itu 

sendiri sudah mengalami peningkatan dalam perbaikan infrastruktur yang ada 

di desa. Sehingga memungkinkan adanya pembangunan infrastruktur lebih 

besar dibandingkan tahun yang sebelumnya dikarenakan dengan adanya 

perbaikan infrastruktur yang semakin meningkat. Untuk melihat kondisinya di 

Desa Jorongan pada saat ini merupakan Desa Jorongan yang tidak memiliki 

infrastruktur yang tidak nyaman karena pembangunan jalan masih belum di 

perbaiki tetapi dengan adanya peningkatan infrastruktur di Desa Jorongan 

mulai teratasi. Dimana Desa Jorongan terlihat mulai mengalami perubahan 

setelah peningkatan infrastruktur. Dari hal itu Desa Jorongan yang semakin 

membaik dalam akses jalan, drainase dan paving yang sudah dalam perbaikan 

sudah mulai efektivitas.  

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Memahami penjelasan latar belakang masalah terdapat suatu tindakan 

terhadap beberapa permasalahan-permasalahan yang akan muncul tentang 

peran efektivitas kebijakan Dana Desa dalam peningkatan infrastrktur di 
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Desa Jorongan Leces Kabupaten Probolinggo, dimana di Desa tersebut 

masih memilik permasalahan yang ada antara lain: 

a. Apakah pelaksanaan kegiatan Desa sesuai dengan rencana kebijakan dan   

pengelolaan Dana Desa 

b. Apa saja kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dalam peningkatan 

infrastruktur 

c. Apakah penyaluran anggaran desa dalam peningkatan infrastruktur sudah 

sesuai dengan peraturan Desa Jorongan 

d. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam mewujudkan peningkatan 

infrastruktur di Desa Jorongan 

2. Batasan Masalah 

Dalam suatu tindakan terhadap kebijakan dana desa dalam 

peningkatan infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah 

kota/kabupaten kepada pemerintah desa akan muncul dalam suatu 

tindakan atas permasalahan terhadap dana desa. Dimana dengan adanya 

peran terhadap kebijakan dana desa tersebut harus digunakan dengan benar 

supaya pengelolaan dana desa tersebut dapat peningkatan infrastruktur 

berjalan dengan baik terhadap kerjasama bersama masyarakat dapat 

meningkatkan keadaan yang baik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disusun  rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kondisi dan pengelolaan Dana Desa di Desa Jorongan 

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimana efektivitas Dana Desa terhadap peningkatan infrastruktur di 

Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait dengan 

topik penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Berikut 

peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkait dengan 

penelitian ini:  

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka 

No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Pokok 

Pembahasan 

Perbedaan 

1. Efektivitas 

Penggunaan 

Dana Desa 

Dalam 

Peningkatan 

Pembangunan. 

 

(Studi Kasus 

Desa 

Watutumou 

Dua Kecamatan 

Kalawat 

Kabupaten 

Upaya 
pencapaian 
tujuan harus 
dipandang 
sebagai suatu 
proses oleh 
karena itu 
kondisi sekitar 
menyebabkan 
frustarsi atau 
mengahambat 
orang untuk 
mencapai tujuan 
mereka, yang 
diperlukan 
untuk 
kesuksesan. 
Pencapaian 

Pada penelitian 
ini memiliki 
beberapa pokok: 

Yaitu 
meningkatkan 
pembangunan 
desa yang tepat 
dalam sasaran 
untuk 
mendapatkan 
respon yang 
baik dari 
masyarakat 
terhadap 
pemerintah yang 
dinilai efektif 
untuk membuat 
masyarakat  

Setelah dilihat dari 

hasil penelitian 

 menggambark

an fakta-fakta 

dan 

menjelaskan 

keadaan dari 

objek 

penelitian 

untuk 

menganalisa 

kebenarannya 

berdasarkan 
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Minahasa 

Utara) 

 

Gary Jonathan 

Mingkid, Daud 

Liando, Johny 

Lengkong  

 

tujuan dapat 
didefinisikan 
sebagai suatu 
keadaan yang 
diharapkan 
untuk dapat 
dicapai yang 
menuntut 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengendalian 
secara seksama. 
Dalam 
peningkatan 
pembangunan di 
Desa 
Watutumou Dua 
dengan banyak 
melakukan 
pembangunan 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
masyarakat 
menjadikan 
Desa 
Watutumou Dua 
yang sejahtera.9 

desa sejahtera 
melalui dana 
desa untuk 
meningkatkan 
pembangunan. 

data yang 

diperoleh. 

 Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian 

deskriptif. 

 

 

 

 

2. Efektivitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Pada Desa 

Lembean 

Kecamatan 

Kintamani, 

Penelitian ini  
bertujuan  
Untuk tujuan 
yang ingin 
dicapai 
hendaklah 
memperhatikan 
pedoman dari 
pengelolaan 

Pada peneltian  
ini pemerintah 
desa dalam 
merealisasi 
alakosi dana 
desa secara 
umum adalah  

 Kurangnya 

Perbedaan dari 
penelitian 
terdahulu dan 
sekarang adalah 
terletak pada 
metode penelitian 
dimana penelitian 
ini menggunakan 
data kualitatif dan 

                                                           
9 Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong,“Efektivitas Penggunaan Dana Desa 
Dalam Peningkatan Pembangunan” (Studi Kasus Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat 
Kabupaten Minahasa Utara) 2 no 2 (1 Tahun 2017):hal 6-7 
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Kabupaten 

Bangli Tahun 

2014-2019 

 

 

I Wayan 

Saputra 

 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi, 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja. 

Indonesia  

 

Email 

Pinogyou@yah

oo.com 

 

ADD yang 
dimulai dari 
tahap 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
dalam upaya 
pencapaian 
tujuan dari ADD 
untuk 
mewujudkan 
kebijakan dan 
strategi yang 
telah dibuat oleh 
pemerintah desa 
untuk dibuat 
program-
program yang 
berupaya 
mewujudkan 
dari tujuan 
ADD.10 

pemahaman 
masyarakat 
terhadap 
alokasi dana 
desa hal ini 
berdampak 
terhadap 
kurangnya 
partisipasi 
oleh 
masyarakat 
dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan 
dan evaluasi 
program. 

 Terjadi miss 
komunikasi 
antar unit 
kerja 
disebabkan 
kurangnya 
koordinasi 
yang terjadi 
pada inernal 
pemerintah 
desa 

Pencairan dana 
desa yang 
terlambat. 
Terlambatnya 
alokasi dana 
desa disebakan 
oleh mekanisme 
yang cukup 

kuantitatif. 

                                                           
10 I Wayan Saputtra, “Efektivitas Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean” (Studi 
Kasus Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli) 6 no 1 (Tahun 2017):hal 3-4 
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panjang. 
3. Efektivitas 

Pelaksanaan 
Penggunaan 
Alokasi Dana 
Desa (ADD)  

 

Rahma Yulita 
Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Fakultas Ilmu 
Sosial Dan 
Ilmu Politik 
Universitas 
Riau  

 

Email 
Ryulita124@y
mail.com 

 

Hasil dari 
penelitian ini 
adalah telah 
mengamati 
tentang 
pelaksanaan 
penggunaan 
alokasi dana 
desa (ADD) di 
desa Setajo 
Raya 
Kecamatan 
Peranap 
Kabupaten 
Indragiri  Hulu 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
efektivitas 
pelaksanaan 
penggunaan 
alokasi dana 
desa.11 

Pokok bahasan 
dalam  
penelitian ini 
memiliki 
beberapa pokok 

Kejelasan tujuan 
hendak dicapai, 
Kejelasan 
strategi pencapai 
tujuan 

 Proses 
analisis dan 
perumusan 
kebijakan 
yang mantap 

 Perencanaan 
yang matang 

 Penyusunan 
program 
yang tepat 

 Ketersediaan 
prasarana 
dan sarana 
dan 

 Sistem 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
yang bersifat 
mendidik. 

Perbedaan terdapat 

pada pembahasan 

dimana penelitian 

berdasarkan 

fenomena-

fenomena yang 

akan diteliti. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

deskriptif 

kualitatif  yaitu 

peneliti untuk 

menganalisa data. 

4. Efektivitas 
pengelolaan 
dana desa tahun 
2018 bagi 

Hasil penelitian 
menunjukkan, 
Adanya 
partisipatif guna 

Pokok bahasan 

penelitian ini 

terletak pada 

Lokasi penelitian 

yang berbeda 

                                                           
11 Rahma Yulita, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa” (Studi Desa Setako Raya Kecamatan 
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu) 3 no 2 (Oktober 2016):hal 7-9 
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pemabangunan 
infrastruktur  
 
(Studi Kasus 
Desa 
Ngimbangan 
Kecamatan 
Mojosari 
Kabupaten 
Mojokerto) 
  
Archan 
Yudistira, 
Endang 
Indartuti, 
Bagoes 
Soenarjanto. 
 

Email 
archanyudistira
8@gmail.com 

Indartuti65@g
mail.com 
Bagoes87@unt
ag-sby.ac.id 

Fakultas Ilmu 
Sosial Dan 
Ilmu Politik 
Universitas 17 
Agustus 
Surabaya 

 

pemanfaatan 
dan 
pengalokasikan 
sumber dana 
desa dalam 
rangka 
mencapai tujuan 
pembangunan 
desa.12 

desa 

berkembang 

untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

desa, kualitas 

hidup manusia 

dan 

menanggulangi 

kemiskinan 

5. Efektivitas 
Pengelolaan 
Alokasi Dana 

Hasil dari 
penelitiannya ini 
menunjukkan 

Pada penelitian 

ini lebih 

Perbedaan terletak 

pada dana desa 

                                                           
12 Archan Yudistira, Endang Indartuti, Bagoes Soenarjanto , “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 
Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur” (Studi Kasus Desa Ngimbangan Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto) 5 no 2 :hal 1197-1198 
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Desa Dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan 
Fisik Di Desa 
Kampo-Kampo 
Kecamatan 
Binongko 
Kabupaten 
Wakatobi 

La sumianto 

Universitas 
Muhammadiya
h Buton 

 

bahwa 
pembangunan di 
Desa Kampo-
kampo masih 
lambat 
diterapkan 
dengan cukup 
terlihat realisasi 
pendapatan dan 
pengeluaran 
yang masih 
tersisa untuk 
mengusulkan 
rencana 
pembangunan 
yang lainnya. 
Alokasi dana 
desa merupakan 
dana 
perimbangan 
pemerintah 
pusat dan daerah 
yang 
dimaksudkan 
untuk 
membiayai 
program 
pemerintah desa 
dalam kegiatan 
masyarakat.13 

membahas 

tentang 

pengolahan 

anggaran baik 

alokasi ADD 

Maupun Dana 

Desa 

merupakan dana 

perimbangan 

pemerintah pusat 

dan daerah  

 

E.   Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab semua masalah dari rumusan masalah dalam penelitian 

ini maka terdapat tujuan yang akan peneliti capai diantaranya: 

                                                           
13 Sumianto, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 
Fisik” (Studi Kasus Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi) 3 no 2 
(September 2018):hal 35-36 
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a. Untuk mengetahui kondisi dan pengelolaan Dana Desa di Desa Jorongan 

Leces Kabupaten Probolinggo. 

b. Untuk mengetahui Efektivitas Dana Desa terhadap peningkatan 

Infrastruktur di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. 

F.   Kegunaan hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan dan pengelolaan Dana 

Desa dalam peningkatan infrastruktur di Desa Jorongan Kecamatan Leces 

Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri, 

orang lain, dan dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan bagi 

peneliti lain. Adapaun peneliti ini diantaranya: 

1. Manfaat untuk penulis 

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan guna peningkatan 

kualitas diri dalam hal intelektualitas. Diharapkan mampu menambah 

wawasan terhadap ekonomi mengenai kebijakan dan pengelolaan Dana 

Desa dalam peningkatan infrastruktur. 

2.   Manfaat Bagi Pemerintah Desa 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk 

pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dijadikan dalam proses anggaran 

terhadap kebijakan dan pengelolalaan Dana Desa dalam peranannya untuk 

meningkatkan agar lebih optimal lagi dalam peraturan yang ada, supaya 

sesuai dengan tujuannya.  
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3. Manfaat untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan 

serta pemahaman bagi peneneliti selanjutnya sebagai prosedur terhadap 

kebijakan dan pengelolaan Dana Desa dalam upaya untuk peningkatan 

kualitas terhadap infrastruktur. 

G. Definisi Operasional 

Adapun tujuan dari definisi terhadap konsep operasional yaitu untuk 

memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, maka dari 

itu perlu adanya penyusunan defisini terhadap konsep yang dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu keadaan atau kemampuan suatu kerja yang 

dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. 

Sehinga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu 

tujuan penerimaan dana desa yang ditetapkan sebelumnya sehingga 

memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharpkan.14 

2. Kebijakan Dana Desa 

Suatu kebijakan yang dibuat pada serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah. 15 

Kebijakan juga merupakan suatu unsur penting yang harus dimiliki oleh 
                                                           
14  Nova Sulastri “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan 
Fisik.” (Skripsi Universitas Halu Oleo 2016):hal 8 
13 Dr, Haniah Hanafie, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat Desa (Studi Kasus Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya)”. 
(Penelitian Dasar Interdisipliner,2018):hal 12 
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desa, terutama dalam kebijakan dana desa. Kebijakna dana desa berfungsi 

untuk mengatur pengeluaran terkaitan infrastruktur desa jika pengeluaran 

suatu desa dapat berjalan dengan benar maka pembangunan infrastruktur 

berjalan dengan baik pula.  

3. Peningkatan Infrastruktur 

Dalam peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan 

ekonomi secara berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing terhadap 

penyediaan dalam perbaikan jalan, jembatan, drainase, bangunan-

bangunan untuk kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting.16 

H.      Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

sebuaah peneliti yang mampu memahami suatu keadaan yang sebenarnya 

sudah ada dari suatu objek yang akan diteliti. Lokasi peneliti yang akan 

dilakukan oleh peneliti di Desa Jorongan Kecamatan Leces kabupaten 

Probolinggo. Adapun alasan untuk dijadikan sebagai peneliti dikarenakan 

Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo masih tergolong 

desa yang terpinggir dari pada Desa yang lain. 

2. Sumber Data dan Data 

a.) Sumber data adalah utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

                                                           
16 Ibid, 8 
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lain.17Jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai 

informasi yang dicari di lapangan berupa wawancara kepada narasumber. 

Dalam penelitian data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber dari mana data yang akan digali 

oleh peneliti secara langsung sesuai dengan lapangan penelitian. 

Dimana sumber data primer ini memiliki beberapa kriteria 

kelayakan diantaranya informan harus berasal dari internal. 

Informan dari internal tersenbut terdiri dari masyarakat yang asli 

desa atau wilayah tersebut, pemerintah desa yang sedang berkiprah 

didaerah tersebut, dan perwakilan dari pemerintah desa yang akan 

diteliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari mana data yang akan 

digali berasal dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b.) Data adalah suatu hal terpenting dalam penelitian yang diperoleh dari 

sumber data, berdasarkan data dari penelitian ini dibagi menjadi: 

a. Data Primer  

Adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian 

sebagai informasi yang dicari di lapangan berupa wawancara 

kepada narasumber. Dalam penelitian data primer diperoleh 

                                                           
17 Lexy J Molleong, ”Metodologi Penelitian Kualitatif”. Edisi revisi, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya), 2016 hal 4 
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melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan 

masyarakat desa di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil telaah bacaan 

atau kajian pustaka, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti18 

3. Tipe Penelitian 

Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pada kondisi obyek yang 

alamiah dengan suatu penjabaran deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran agar mampu memahami dan menjelaskan 

bagaimana penelitian dengan menggunakan studi kasus yaitu 

memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti 

dengan tipe penelitian. Studi kasus dapat mempermudah peneliti dalam 

menyampaikan suatu gambaran secara lebih detail mengenai situai atau 

objek dalam efektivitas kebijakan dana desa dalam meningkatkan 

infrastruktur di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. 

4. Informasi Penelitian 

Informasi penelitian merupakan salah satu anggota suatu kelompok 

partisipan yang berperan sebagai pengaruh serta penerjemah pelaku yang 

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian atau penerjemah 

                                                           
18 Nihla Hikmania, “Peran Desa Wisata Kampung Susu Dinasty Dalam Meningkatkan Pendapatan 
Pemerintah Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten 
Tulungagung” (Skripsi UIN SunanAmpel Surabaya, 2019). Hal 43 
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muatan-muatan budaya. Informasi dalam penelitian ini dipilih karena 

paling banyak mengetahui atau terlibat secara langsung. Penelitian ini 

dengan cara puposive sampling, yaitu suatu teknik sample secara subjektif 

dengan tujuan atau maksud tertentu, yang menganggap bahwa suatu 

informasi yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 

penelitian yang sedang dilakukan. 

Adapaun yang menjadi informasi pada penelitian ini adalah : 

a. Kepala Desa  

Kepala desa merupakan seorang pemimpin yang ada pada desa 

dengan mengatur atas penyelenggarakan pemerintah desa. Menurut UU 

RI No 6 Tahnu 2014 pasal 26 ayat 4 yang menjelaskan mengenai 

kewajiban kepala desa, sebagai berikut: 

1. Berpegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Desa Negara Republik Indonesia 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan desa 

4. Melaksanakan administarasi pemerintahan desa yang baik 

b. Perangkat Desa 

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala 

Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat 
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Desa adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara 

ringkas Pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat 

Desa. 

c. Masyarakat Desa 

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang bekerja ama 

dengan tujuan mendapatkan haknya yang telah ditata dalam peraturan 

perundang-undangan, norma-norma, serta adat instiadat yang ditaati dalam 

lingkungaanya. Maka dari itu, peneliti membutuhkan data dengan sumber 

dari beberapa masyarakat Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo mengenai keterlibatannya dalam program kerja pemerintahan 

desa dan atas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan visi dan misi 

terhadap program desa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi suatu kumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dan dengan sengaja. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan apabila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.19 

c. Wawancara 

                                                           
19 Ibid, 41 
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Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melalui 

interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan 

pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada 

fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya 

pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut dan berhubungan dengan masalah 

penelitian. Pada metode ini peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan para informan yang berkait dengan mengenai Kebijakan Dana 

Desa dengan tujuan terhadap efektivitas kebijakan dana desa dalam 

peningkatan infrastruktur di desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo.  

d. Dokumen dan Arsip 

Pada tahap teknik dokumen dan arsip seperti ini  akan dilakukan 

telaah pustaka, dimana seorang peneliti mengumpulkan data penelitian 

sebelumnya berupa jurnal dan buku. Pada metode penelitian ini dokumen 

dan arsip yang memiliki  keterkaitan dengan fokus terhadap penelitian 

sumber data yang penting didalamnya. 

6. Teknik Anaisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

menguraikan dan menjelaskan melalui kalimat dan kata hasil penelitian 

yang diperoleh dalam suatu bentuk data kualitatif maupun kuantitatif. 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis melalui data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi 

serta dokumen san arsip tujuan agar dapat mengetahui dan 
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menggambarkan suatu dampak dana desa dengan Efektivitas Kebijakan 

Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorongan Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolingo. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah 

sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Adapun 

sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

 Bab I   Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah Identifikasi  

dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, kajian Pustaka, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definis 

Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan 

 

 Bab II  Kerangka Teoritis 

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang efektivitas 

kebijakan dana desa dalam peningkatan infrastruktur 

meliputi efektivitas, ukuran efektivitas, Kebijakan Dana, 

Dana Desa dan peningkatan infrastruktur dimana ini mampu 

menjelaskan mengenai penyusunan skripsi yang terdiri dari 

kerangka konseptual dan kajian teori yang menjelasakan 

tentang teori yang digunakan dalam penelitian. 
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 Bab III  Data Penelitian 

Bab ini menjelaskan menguraikan deskripsi data yang 

berkenan dengan variabel yang diteliti secara obyektif 

dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi 

data dalam  penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap 

tentang Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam 

Peningkatan Infrastruktur terhadap kesejahteraan 

masyarakat desa dan pendapatan desa. 

  Bab IV Analisis Data 

 Bab ini berisi mengenai  analisis data dimana diharapkan 

mampu untuk menjelaskan analisis terhadap data penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif untuk menjawab suatu 

masalah  penelitian, serta menggabungkan hasil penelitian 

itu kedalam pengetahuan yang sudah ada. 

 Bab V  Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi menguraikan 

kesimpulan dan uraian-uraian yang telah dibahas dan saran 

penelitian. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Efektivitas 

Efektivitas dalam pengertian yang menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah 

daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 

Sesuai dengan permendegri Nomor 13 Tahun 20016 pasal 4 ayat 4, 

efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran demgan hasil.20 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, 

maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak 

dengan target penerimaan pajak itu sendiri.21 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya 

efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas 

tercapainya suatu program kegiatan yang dilakukannya tindakan untuk 

mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sabagai suatu 

                                                           
20 Dian Novita, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Tahun 
2015  (Studi KasusDi Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor),” Skripsi (2016):hal 33-34. 
21 Nova Sulastri,“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik (Studi Kasus Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna),” Skripsi 
(2016):hal 8. 
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proses pencapain suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah 

ditetapkan sebelumnya diantaranya. 

1. Ukuran Efektivitas  

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau 

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun 

kriteria atau ukuran mengenai pencapain tujuan efektif atau tidak, 

sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasarn yang terarah 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembati tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
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e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemampuan nbekerja secara produktif. 

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 

oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin dedekatkan pada tujuannya.22 

2. Efektivitas Kebijakan 

Menurut Sabda Ali Mifka dan Makmur (2011:6), kegiatan 

dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaanya 

senantiasa menampakkan ketetapan antara harapan yang kita inginkan 

dalam hasil yang dicapai. Dimana efektivitas kebijakan berkaitan 

dengan teori yang dikembangkan oleh Ricahard Matland (1995) yang 

disebut dengan Matriks Ambiguitas-konflik yang merupakan salah 

satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu 

imlementasi kebijakan. Implementasi secara administratif adalah 

implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi 

                                                           
22 Ibid 9-10 
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pemerintahan. Dimana kebijakan diturunkan melalui program-

program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari 

suatu kebijakan. Dalam Nugroho (2003:158) implementasi keibjakan 

publik, terdapat dua pilihan lamgkah yang dapat dilakukan, yakni 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalu formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan 

intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada 

hakekatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.23 

Menurut Matland (dalam Nugroho, 2008:650), berdasarkan teori 

implentasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu 

dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :  

a. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)  

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan  

yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan 

masalah yang  hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how 

excellentis the policy. Sisi pertama kebijakan adalah apakah 

kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan  karakter 

masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah 

                                                           
23 Fhatimatuz,”Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen,” Skripsi (2018): hal 23. 
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kebijakan  dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan 

(misi kelembagaan) yang  sesuai dengan karakter kebijakannya. 

b. Tepat Pelaksanaannya  

Aktor implemntasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. 

Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, 

kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau 

implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau 

contracting out). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, 

seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik 

keamanan yang tinggi, seperti  pertahanan dan keamanan, 

sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan  yang bersifat 

memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, 

sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. 

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, 

seperti  bagaimana perusahaan harus dikelolah, atau dimana 

pemerintah tidak efektif  menyelenggarakannya sendiri, seperti 

pembangunan industri-industri berskala  menengah dan kecil yang 

tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada  masyarakat. 

c. Tepat Target  

Ketepatan target berkenaan  dengan tiga hal. Pertama, 

apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, 

apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak 
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bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. 

Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti  secara alami, namun 

juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan 

apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. 

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru 

atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu 

banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya 

mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak 

efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. 

d. Tepat Lingkungan  

Menurut Nogroho (2008:651), Ada dua lingkungan yang 

paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di 

antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. 

Calista menyebutnya sebagai lembaga endogen, yaitu authoritative 

arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari 

kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi 

jejaring  dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, 

baik dari pemerintah  maupun masyarakat, dan implementation 

setting yang berkenaan dengan posisi  tawar-menawar antara 

otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan 

dengan implementasi kebijakan.  
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Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan 

yang disebut  Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas public 

perseption, yaitu persepsi  publik akan kebijakan dan implementasi 

kebijakan,  

Interpretive institution yang  berkenaan dengan interpretasi 

lembaga lembaga strategis dalam masyarakat,  seperti media 

massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam  

menginterpretasikan kebijakan  dan implementasi kebijakan dan 

individualis,  yakni individu individu tertentu yang mampu 

memainkan peran penting dalam  menginterpretasikan kebijakan 

dan implementasi kebijakan.  

e. Tepat Proses  

 Secara umum implentasi kebijakan public terdiri atas tiga proses,  

yaitu:  

1. Policy accepance. Dalam hal ini publik memahami kebijakan 

sebagai  sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa 

depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas 

yang harus dilaksanakan.  

2. Policy adaption. Dalam hal ini publik menerima kebijakan 

sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, 

disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang 

harus dilaksanakan.  
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3. Strategic readiness. Dalam hal ini publik siap melaksanaka atau   

menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street 

(atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.24 

Penggunaan indikator-indikator tersebut didasarkan bahwa 

kelima indikator di atas merupakan pengukuran efektivitas 

kebijakan yang tepat jika dilihat dari pelaksanaan suatu program 

kebijakan. Dengan menggunakan indikator tersebut diharapkan 

dapat melihat tingkat efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam 

Peningkatan Infrastruktur diDesa Jorongan Kecamatan Leces 

Kabupaten Probolinggo. 

2. Dana Desa 

   Dana Desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, 

penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan 

mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan pemerataan pembangunan desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. alokasi dasar adalah 

                                                           
24 Ibid 24-28 
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alokasi minimal Dana Desa yang diterima oleh setiap desa, yang besarnya 

dihitung dengan cara 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Anggaran Dana 

Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Alokasi Formula adalah 

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, 

angka kemiskinan Desa, Luas wilayah desa dan tingkat kesulitan georafis 

desa setiap Kabupaten/kota. 

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang 

diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan 

Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber 

pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai 

seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut 

digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang 

menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang 

bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan 

tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa 

Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber 

dari bagian Dana perimbangan Keuangan Pusat. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 

disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana 
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Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

meliputi: 

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)  

2. Anggaran Dana Desa  

3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah  

4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten25 

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu 

berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan 

kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa 

tersebut. Untuk mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat untuk 

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung program 

pembangunan Desa dimana penggunaan Dana tersebut tetap sejalan 

dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Alokasi 

anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap 

sesuai dengan kemampuan APBN. 

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber 

dari APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari APBN. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 

                                                           
25 Ibid 40-41 
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tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam perkembangan perlu 

menyesesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan, 

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal 

yang ada dalam peraturan pmerintah tersebut. Selain itu perubahan 

formula mengalokasikan Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga 

agar tidak terdaat kesenjangan yang tinggi antar desa atas besaran dana 

Desa yang akan diterima oleh setiap Desa sehingga nebjadi lebih nerata 

dan berkeadilan.26 

3. Peningkatan Infrastruktur 

1. Pengertian Infrastruktur  

Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan 

ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, 

dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil 

kebijakan. Sumarto (2010:84) juga mengatakan infrastruktur memiliki 

peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik 

keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap 

ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang 

menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk 

ekonomi kerakyatan.27 

                                                           
26 Sulis Setyawati, ”Efektivitas Pengalokasikan Dana Desa Di Desa (Studi pada Karang Tunggal 
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara),”. Vol 5 No 3 (2017): hal 6260-
6261. 
27 Giffried,” Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan,” Jurnal 
(n.d):4. 
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Infrastruktur merupakan proses perubahan secara sengaja untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. pelaksanaan pembangunan 

banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu 

masyarakat sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap 

negara tidak sama. Menurut Tjokroamidjaja (1989:1), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan bila dikaitkan dengan kondisi 

masyarakat.28 

Pada dasarnya konsep pembangunan tidak hanya persoalan fisik 

saja, pembangunan juga meliputi pandangan perspektif pertumbuhan 

kemajuan negara. Dapat dilihat bahwasanya pembangunan juga 

mencangkup ide-ide, gagasan serta nilai-nilai yang bersifat 

transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideology. 

Oleh karenanya, para pemangku kebijakan, perencanaan pembangunan 

sering kali dihadapkan terhadap nilai-nilai dalam setiap perencanaan 

suatu pembangunan, program atau proyek. Nilai-nilai tersebut dapat 

berupa nilai-nilai sosial, budaya, lingkungan dan lain sebagainya. 

2. Indikator Pembangunan  

Menurut Hanif Nurcholis (2016:1.8) beberapa indikator yang 

menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan sebuah 

pembangunan, diantaranya adalah:  

 

                                                           
28 Ismail Nawawi, Pembangunan Dan Problema Mayarakat (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 
2009): hal 1. 
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a. Kekayaan Rata-rata 

Sir William Petty berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi masyarakat dapat menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan 

pembangunan, yang diukur adalah tingkat produktivitas 

masyarakat untuk mempengaruhi produktivitas suatu negara secara 

keseluruhan.  

b. Pemerataan  

Pendapatan rata-rata suatu negara bukan satu-satunya tolak 

ukur dalam pembangunan karena bisa jadi kekayaan tersebut hanya 

dimiliki beberapa penduduk atau beberapa kelompok penduduk 

saja. Sehingga perlunya tolak ukur pemerataan, dalam hal ini 

adalah memiliki senuah kekayaan masyarakat tersebut tersebar 

merata. 

c. Kualitas Kehidupan  

Moris menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of 

Life Index), tolak ukur yang digunakan sebagai berikut: 

a. Rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun 

b. Jumlah kematian bayi 

c. Rata-rata presentase buta huruf. 
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Ketiga hal tersebut menjadi satu bagian dalam indikator kualitas 

hidup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah 

pembangunan.29 

3. Pembangunan Desa  

  Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional 

dan pembangunan desa memiliki arti dan peranan yang penting dalam 

mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya 

merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan 

keamanan. Menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa 

pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya 

antara pemerintah dengan masyarakat.30 

   Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum 

dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa memiliki 

wewenag mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini 

menekankan adannya otomi untuk membangun tata kehidupan Desa 

bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang 

kuat untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat 

diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar. 

Dalam peraturan pemerintah RI (PP) Nomor 76/2001 tentang pedoman 

umum pengaturan mengenai desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

                                                           
29 Fhatimatuz, “Efektiviitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa 
Tegal Rejo Kecamatan Mondang Kabupaten Sragen,” Skripsi (2018): hal 39. 
30  Ibid  6257 
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berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan pasal Undang-undang Dasar 1945. Disebut 

desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada dikabupaten.31 

  Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. pelaksanaan 

pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari 

suatu masyarakat sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan 

disetiap negara tidak sama. Menurut Tjokroamidjaja (1989:1), faktor-

faktor yang mempengaruhi pembangunan bila dikaitkan dengan 

kondisi masyarakat.32 

  Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan 

dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan 

masyarakat. Mekanisme pemabangunan desa adalah merupakan 

perpaduan yang serasi anatara kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Pada hakekatnya 

pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan 

pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan 

pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu 

                                                           
31 Nurman, Strategi Pembangunan Daerah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015):hal 227 
32 Ismail Nawawi, Pembangunan Dan Problema Mayarakat (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 
2009): hal 1 
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sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan 

suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini: 

a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses 

perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih 

maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih 

menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi 

sosial, maupun dari segi psikologis. 

b. Sebagai suatu metode, suatu metode yang mengusahakan agar 

rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. 

Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai 

pemerataan pemabngunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pancasila dan Undang-undang Dasa 1945.  

c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan tarif 

hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun 

batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-

bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan 

industri rumah tangga. 

d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan 

atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. 

Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa 

mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita 
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Nasiaonal Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur. 

e. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembangunan desa 

meliputi beberapa faktor dan bdrbagi program yang 

dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan 

seluruh rakyat. 

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang 

dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertahanan serta 

memproses masalah-masalah pertahanan dalam batas-batas 

kewenangan kabupaten. 

2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengadilan 

pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan 

yang efisien, efektif dan berkelanjutan. 

3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat 

4. Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, 

terpencil dan daerah perbatasan 

5. Meningkatkan kualitasnperencanaan pemabngunan di daerah 

dan wilayah 
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6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan 

masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.33 

Dalam pembangunan desa, desa harus melaksanakam 

prinsip-prinsi trasparansi serta pelibatan pasrtisipasi masyarakat 

baik dalam perencanaan, peaksanaan maupun dalam pengawasan 

dan pemantauan dalam kerangka Undang-undang Desa. 

4. Peraturan Bupati  

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

T E N T A N G 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR 99 TAHUN 2018 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 

KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PROBOLINGGGO  

KEPADA PEMERINTAH DESA 

 

A.  PENDAHULUAN 

Menindak lanjuti Peraturan Bupati  Probolinggo  Nomor 29 tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
                                                           
33 Nova Sulastri,” efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan 
pemabngunan fisik (Studi Kasus Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna).” Skripsi  
(2016): hal 16-19. 
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Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo kepada 

Pemerintah Desa, dan untuk melaksanakan  Keputusan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KPM.07/2020 

tentang percepatan Penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka 

penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) serta Pengamanan daya 

beli masyarakat dan pereknomian Nasional, perlu kiranya melaksanakan 

Perubahan Proposal yang semula untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Olah Raga (SORGA) menjadi Kegiatan Pembangunan Jalan 

Lingkungan (Paving) dengan Pola Padat Karya Tunai Desa. 

 Bahwa melihat  wabah pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-

19 ) tentunya berdampak pada bertambahnya  jumlah keluarga miskin di desa 

kami,  sesuai data dan kenyataan di lapangan yang cukup besar  memerlukan 

penanganan dari semua elemen/pihak/sektor dengan tujuan tidak terjadi 

ketimpangan dan menjaga agar kondisinya yang memungkinkan masyarakat 

mampu untuk memperdayakan dirinya bertahan dan berkembang dalam 

kehidupanya maka diperlukan upaya - upaya konkret untuk mengawasi kondisi 

tersebut. 

Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem dari 

sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

menjadi tumpuan dan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembinaaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan dalam semua sektor. 
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Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari Rul 

Goverment menjadi Good Governace mempunyai makna bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Publik tidak semata 

– mata didasarkan pemerintah (goverment) atau Negara (state) saja lagi juga harus 

melibatkan (stake holders) seluruh elemen baik didalam intern birokrasi maupun 

diluar birokrasi Publik (masyarakat) Dengan kata lain sektor swasta dan 

masyarakat untuk  berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Oleh karena itu perlu diperlukan kearifan dan kedewasaan untuk dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan memfilter budaya dan teknologi yang tidak 

sesuai dengan adat istiadat masyarakat, dan dapat menyesuaikan untuk menerima 

teknologi baru dalam kehidupan masyarakat. 

Hal yang demikiaan juga terjadi dalam era reformasi pembangunan di 

Indonesia saat itu yaitu perubahan – perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, 

politik maupun bidang lainya. Demikian juga semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta daya tanggap masyarakat dalam semua 

tingkatanya maka cenderung volume pekerjaan pihak – pihak yang terlibat dalam 

proses pembangunan tersebut semakin meningkat. 

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan administrasi. Baik administrasi dalam arti sempit yaitu proses surat 

menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dll. Maupun administrasi dalam arti luas 
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yang berarti proses kerjasama beberapa orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Sebagai salah satu wujud dari hubungan yang harmonis antara elemen - 

elemen masyarakat yang ada maka bentuk kegiatan yang dapat bermanfaat bagi 

masyarakat  dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang tidak terikat oleh 

profesi, agama, suku, partai politik dan semacamnya adalah musyawarah 

Pembangunan dalam berbagai tingkatnya. dan untuk tingkat desa adalah Forum 

Masyarakat  Perencanaan  Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 

Dari beberapa pemikiran  yang ada  munculah ide/gagasan dengan brain 

storing/curah pendapat terhadap masalah - masalah berkembang dimasyarakat 

yang tentunya dapat dicairkan solusinya dengan cara yang baik pula. Dan sesuai 

aspirasi masyarakat desa kami sangat dibutuhkan Program Pemberdayaan 

masyarakat sebagai bentuk aspirasi masyarakat juga dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan alam pedesaan. 

B. PERMASALAHAN 

Dampak dari Wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) 

banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, Untuk itu diperlukan peningkatan 

taraf hidup serta peningkatan arus ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat baik 

sektor peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan peningkatan pendidikan 

sebagaimana  prioritas pembangunan kabupaten probolinggo yaitu bidang 

kesehatan pendidikan dan ketahanan pangan maka diperlukan tersedianya sarana 
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dan prasarana seperti akses jalan , jembatan dan transportasi dari sentra – sentra 

produksi dan desa – desa tersebut. 

Fasilitas tersebut saat ini sangat  kami  harapan dan sangat dibutuhkan 

keberadannya. Hal ini telah berdampak : 

a. Bidang perekonomian : 

- Mahalnya ongkos/biaya produksi pertanian karena untuk memanen 

atau menjual hasil bumi   tertentu dari desa yang berdekatan, maka 

harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan. 

- Kurang berkembangnya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar 

sebagai akibat ketidakberdayaan pola pikir dan kondisi alam. 

b. Bidang pendidikan       

- Jumlah  lulusan SD yang melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat 

SLTP sangat jarang sebagai akibat jauhnya jarak antara kota 

kecamatan dan minimnya fasilitas transportasi/jalan. 

- Ketidak mampuan membiayai pendidikan akibat sebagian masyarakat 

berada dibawah garis kemiskinan. 

c. Bidang Sosial 

- Adanya anggapan/kesan bahwa masyarakat dan desa kami belum bisa 

maju dan berkembang seperti desa – desa lain. 

- Lambatnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat jarak yang 

jauh dari Pusat Pelayanan Kesehatan dan belum ada petugas kesehatan 

pengganti setelah bidan desa. 
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b. USULAN/SOLUSI TERHADAP PEMECAHAN MASALAH    

Bahwa sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

No.07 tahun 2013, maka: 

VISI : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahterah 

Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhak 

Mulia. 

MISI : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan 

Daya Saing Daerah Pertumbuhan Ekonomi Berbasis 

Kerakyatan dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya yang 

Berkelanjutan Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia 

Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Keperintahan yang Baik dan Bersih. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Program Pembangunan dengan 

Pola Padat Karya Tunai Desa  adalah sangat tepat untuk dilaksanakan di desa 

kami. Oleh karenanya kami usulkan Program Pembangunan  Jalan Lingkungan 

(Pavingisasi). 
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5. Peraturan Desa Jorongan  

 PERATURAN KEPALA DESA JORONGAN   

NOMOR 8 TAHUN 2000 

T E N T A N G 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA JORONGAN 

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah 

Kabupaten  Probolinggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa wajib 

menyusun  Peraturan Desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jorongan Tahun 

Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113 Tahun 2014 

tentang  Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 

2017  tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten 

Probolinggo (Lembaran daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2017 Nomor 11 seri G1 ); 

6. Peraturan Desa Jorongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang   

Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa; 

7. Peraturan Desa Jorongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa   Tahun 

2015 – 2021; 
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8. Peraturan Desa Jorongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018; 

9. Peraturan Desa Jorongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2019; 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JORONGAN 

Dan 

KEPALA DESA JORONGAN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JORONGAN 

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA JORONGAN TAHUN ANGGARAN 2019  

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa     Rp 1.672.421.500,- 

2. Belanja Desa  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp     285.694.350.-    
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b. Bidang Pembangunan    Rp  1.330.292.300,-    

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp       16.422.000,- 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   Rp      23.823.000,- 

e. Bidang Tak Terduga     Rp                      0,- 

 Jumlah Belanja      Rp 1.656.231.650 

Surplus/Defisit      Rp       1.633.850,- 

        = = = = = = = = = = 

3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan    Rp.      1.633.850,- 

b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp.          0,- 

Selisih Pembiayaan ( a – b )    Rp  (        0,-) 

 = = = = = = = = = ===== 

 

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini terdiri dari: 

1. Lampiran I  : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  

       APBDesaTahun Anggaran 2019; 

     2. Lampiran II : Laporan Prpgram Sektoral dan Program Daerah yang 

masuk ke desa. 
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Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan  

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kepala Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris 

Desa. 

4. Penelitian Terdahulu 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisan juga menelusuri karya 

ilmiah yang relevan dengan penelitian dampak Dana Desa dalam Peningkatan 

Infrastruktur yang terdapat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. 

Akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

        Tabel. 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian  

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian 

Kesimpulan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 
 

 
 

1.  Gary 

Jonathan 

Mingkid, 

Daud 

Liando, 

Johny 

Lengkong 

Efektivitas 

Penggunaan 

Dana Desa 

Dalam 

Peningkatan 

Pembangunan. 

a. Penelitian yang 

digunakan 

adalah penelitian 

kualitatif dengan 

jenis penelitian 

deskriptif. 

b. sumber data 

didapat dari 

perangkat desa. 

a. Peningkatan 

pembangunan 

sehingga efektif 

dalam peningkatan 

pembangunan desa 

tepat sasaran 

mendapatkan 

respon yang baik 

dari masyarakat 

terhadap 

pemerintah yang 

dinilai efektif 

untuk membuat 

masyarakat desa 

sejahtera melalui 

dana desa untuk 

peningkatan 

pembangunan. 

b. Integrasi cukup 

baik karena 

pemerintah 

mampu 

bersosialisasi dan 

berkomunikasi 

dengan masyarakat 

desa sehingga 

mampu 

mengambil 

simpati dari 

masyarakat untuk 

bekerja sama 
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34 Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengong,” Efektivitas Penggunaan Dan Desa 
Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Watutumou Dua Kecamatan 
Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)” Ilmu Pemerintahan. Vol 2 No 2 (2017), hal 5-9 

memberikan 

informasi terbaru 

tentang 

peningkatan 

pembangunan34. 

2. I Wayan 

Saputra 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Pada 

Desa 

Lembean 

Kecamatan 

Kintamina, 

Kabupaten 

Bangli Tahun 

2009-2014 

a. Penelitian ini 

menggunakan 

data kualitatif 

dan kuantitatif. 

b. Peneliti ini 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data dengan 

menggunakan 

metode 

dokumentasi 

dan wawancara 

Adapun hambatan 

yang dialami oleh 

pemerintah desa 

dalam merealisasi 

alokasi dana desa 

pada Desa Lembean, 

Kecamatan 

Kintamani 

Kabupaten Bangli : 

a. Pemahaman 

masyarakat 

terhadap ADD 

b. Terjadinya miss 

komunikasi antar 

unit kerja baik 

dalam internal 

pemerintah desa, 

pemerintah 

dengan 

masyarakat dan 

pemerintah 
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35 Wayan Saputra,” Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada  Desa (Studi Kasus Lembean 
Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)” Pendidikan Ekonomi. Vol 6 No 1  (2016), hal 3-8 
 

dengan 

stakeholders 

c. Pencairan alokasi 

dana desa yang 

tidak tepat35 

3. Rahma 

Yulita  

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Penggunaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

di Desa 

Lembean 

Kecamatan 

Kintamani 

Kabupaten 

Bangli 

a. Penelitian yang 

digunakan 

adalah kualitatif 

dengan metode 

deskriptif 

b. Jenis data yang 

digunakan Data 

Primer dan Data 

Sekunder. 

c. Teknik 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

adalah 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Pelaksanaan 

penggunaan alokasi 

dana desa  (ADD) 

yaitu tentang juknis 

pengelolaan 

keuangan desa 

dijelaskan bahwa 

penggunaan 

anggaran alokasi 

dana desa menjadi 2 

komponen yaitu : 

30% digunakan 

untuk operasional 

pemerintah desa 

tetapi pada 

kenyataannya 

mencapai 60,8% hal 

ini tidak sesuai 

dengan ketetapan 
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36 Rahma Yulita, Efektivitas pelaksanaan penggunaan alokasi dana desaa (ADD) di Desa (Studi 
Kasus Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupateb Indragiri Hulu)” Ilmu Administrasi. Vol 3 
No 2, Oktober 2016, hal 5-10 

70% digunakan 

untuk hanya 12,7% 

untuk pembangunan 

dan infrastruktur 

desa.36 

 

4. Archan 

Yudistira, 

Endang 

Indartuti, 

Bagoes 

Soenarjanto. 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Tahun 2018 

Bagi 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Penelitian yang 

digunakan 

melakukan 

wawancara dengan 

beberapa reponden. 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

perencanaan 

pembangunan desa 

banyak melibatkan 

tokoh-tokoh 

masyarakat seperti: 

a. Ketua RT 

b. Ketua Rw  

c. Karang Taruna. 

Dapat disimpulakan 

bahwa pengelolaan 

Dana Desa 

Ngimbangan ditinjau 

dari ketepatan 

melakukan perintah 

yang bersumber dari 

anggaran pendapatan 

dan belanja negara 

yang bertujuan untuk 

mengetahui 

efektivitas 

pengelolaan dana 

desa bagi 

pembangunan 

infrastruktur di desa 

ngimbangan. 

Dimana pengelolaan 

dana desa di Desa 

Ngimbangan ditinjau 

dari ketetapan 

melakukan perintah 
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37 Archan Yudistira, Endang Indartuti, Bagoes Soenarjanto,” Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 
Tahun 2018 Bagi Pengembangan Infrastruktur Di Desa (Studi kasus Ngimbangan Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto)” Administrasi Publik. Vol 5 No 2: hal 1193-1198 

Perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan. Sebagai 

pimpinan tertinggi di 

pemerintah desa 

sudah berjalan 

dengan efektif.37 

 

 

5. La 

Sumianto 

Efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa dalam 

meningkatkan 

pembangunan 

fisik di desa 

kampo-

kampo 

kecamatan 

binongko 

kabupaten 

wakatobi 

Penelitian 

digunakan dalam 

penelitian kualitatif 

deskriptif yang 

berlandaskan pada 

filsafat post-

positivismeyang 

digunakan pada 

kondisi objektif 

yang alamiah 

penelitian berperan 

sebagai intrumen 

kunci. 

Hal ini dapat dilihat 

banyaknya anggaran 

yang belum terserap 

dalam kegiatan 

pembangunan fisik 

sebagai anggaran 

tiap tahun masih 

banyak sisa 

penganggarannya, 

untuk diharapkan 

pelaporan keuangan 

secara bertahap 

disesuaiakan dengan 

tahapan, baik yang 

disepakati dalam 

musyawarah 

pembangunan desa 

maupun pencairan 

dari dana yang 
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Hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa memiliki hasil 

yang  berbeda-beda. Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan dari jurnal yang digunakan sebegai pendukung dalam 

penelitian. Dilihat dari penelitian pertama menunjukkan bahwa telah 

terjadi beberapa perubahan antara lain terjadi pada Peningkatan 

pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan yang ada 

di desa. Untuk penelitian kedua menunjukkan bahwa terjadinya perubahan 

tingkat hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi 

alokasi Dana Desa. Untuk penelitian ketiga menunjukkan pelaksanaan 

penggunaan Alokasi Dana Desa tentang pengelolaan Alokasi Keuangan 

Desa. Pada penelitian keempat menunjukkan hasil Pengelolaan Dana Desa 

ditinjau dari ketetapan melakukan perintah perencanaan dan pelaksanaan. 

Dan untuk penelitian terakhir menunjukkan terjadinya perubah banyaknya 

                                                           
38 La Sumianto, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 
Fisik Di Desa (Studi Kasus Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongka Kabupaten Wakatobi) Vol 3 
No 2, September (2018): hal 35-41 

diterima. Sedangkan 

untuk pengawasan 

pelaksanaan 

anggaran tersebut 

hanya sebatas 

fasililator tetapi 

tanggung jawab 

sepenuhnya ada di 

desa.38 
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anggaran yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan fisik 

anggaran tiap tahun. 
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BAB III 

KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 

DI DESA JORONGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

A. Gambaran Umum Desa Jorongan 

1. Sejarah Desa Jorongan  

Desa Jorongan merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Desa Jorongan merupakan 

desa yang memiliki tingkat keagamaan yang tertinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang ada di Desa Jorongan. 

Masyarakat Desa Jorongan mayoritas bekerja di industri meubel dan 

pertanian dimana kebanyakan masyarakat di Desa Jorongan 

mengingat dengan kebutuhan yang diperoleh dari hasil petani dan 

industri. Awal mulanya Desa Jorongan itu ada dua Dusun yaitu Dusun 

Dungmirilao dipimpin oleh Kepala Desa Bapak buarsih dan 

Dungmiridejeh dipimpin oleh Kepala Desa Bapak singo tapi kepala 

desa jaman dulu. Tak lama kemudian diganti dengan 6 enam dusun 

yang Desa Jorongan yaitu: 

a.  Dusun Krajan 1 

b. Dusun Krajan 2 

c. Dusun Campuran 

d. Dusun Gili Pasar 

e. Dusun Jawaan 
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Penduduk Desa Jorongan mayoritas memeluk agama Islam 

dengan jumlah 9.756 Jiwa serta ada beberapa penduduk yang memiliki 

keturunan Tionghoa yang memeluk agama katolik dengan jumlah 3 

Jiwa. Dengan adanya Dana Desa kini Desa Jorongan Kecamatan Leces 

Kabupaten Probolinggo telah melakukan pembangunan-pembangunan 

yang pesat. Sehingga masyaakat dengan mudah mengakses kegiatan 

sehari-hari. Dengan status desa tertinggal yang pernah disandangnya, 

kini pada tahun 2018 Desa Jorongan secara perlahan melakukan 

peningkatan terhadap infrastruktur sampai saat ini pada tahun 2020. 

2. Letak Geografis Desa Jorongan 

Desa Jorongan merupakan bagian dari kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo, teeletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan dengan 

Luas desa 200.000 Ha. Desa jorongan berada pada ketinggian ± 48 - 

75 m  dari permukaan air laut, dengan temperatur Rata-rata pada siang 

hari 32oC dan 28oC pada malam hari. Sebagaimana Kabupaten 

Probolinggo pada umumnya, bahwa Desa Jorongan mempunyai iklim 

tropis dan mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan 

musim penghujan.  

 Luas Kawasan Desa Jorongan  

- Tanah Pekarangan  : 77.735 Ha 

- Tanah Tegal   : 27.648 Ha 

- Sawah   : 83.817 Ha 
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- Lain-lain   : 11.800 Ha 

Jumlah penduduk Desa Jorongan sebanyak 9.759 Jiwa yang 

tersebar di 5 (lima) dusun terdiri dari 11 RW 49 RT. Dari jumlah 

tersebut terdiri dari Laki-laki 4.842 Jiwa dan Perempuan 4.917 Jiwa 

dengan tingkat kepadatan yang terpusat pada area permukiman, 

sedangkan yang lainnya merupakan daerah persawahan dan industri. 

Penduduk Desa Jorongan mayoritas memeluk agama Islam dengan 

jumlah 9.756 Jiwa serta ada beberapa penduduk yang memiliki 

keturunan Tionghoa yang memeluk agama katolik dengan jumlah 3 

Jiwa 

3. Visi Dan Misi Desa Jorongan 

a. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi 

suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan, cita dan 

citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan 

proyeksi yang digali melalui nilai-nilai luhur yang dianut oleh 

seluruh komponen Stakholders persyaratan Visi kepada Desa untuk 

5 (Lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Desa Jorongan 

Yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan, Berakhlaqul 

Karimah, Dan Pemerintahan Yang Bersih Dan Beribawa” 

pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat pemerintah dan 
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seluruh Stakeholders  dalam merealisasikan pembangunan Desa 

Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.  

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan nelalui makna 

yang terkandung didalamnya yaitu: 

1. Terwujudnya : terkadung peran serta Pemerintah Desa 

dalam  mewujudkan Desa Jorongan, Sejahtera, Berkeadilan dan 

Berakhlaq mulia. 

2. Desa Jorongan  : adalah satu kesatuan masyarakat hukum 

dengan segala potensi dan sumberdaya dalam sistem 

pemerintahan di wilayah Desa Jorongan. 

3. Aman   : adalah suatu kondisi lingkungan sekitar 

yang aman dari tindak kriminal dan terhindar dari bencana 

yang ditimbulkan kebutuhan sendiri. 

4. Mandiri   : adalah suatu kondisi kehidupan yang 

kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan sendiri. 

5. Sejahtera   : adalah kehidupan individu dan masyarakat 

yang dipenuhi kebutuhan lahir dan batin 

6. Bekeadilan  : adalah perwujudan kesamaan hak dan 

kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan 

latar belakang suku, agama, ras dan golongan. 

7. Berahlakul Karimah: adalah kondisi kehidupan masyarakat 

yang berlandasan nilai-nilai sosial dan agama 
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8. Pemerintah Yang Bersih Dan Beribawa : adalah kondisi 

pemerintah yang transparansi partisipasi, akuntabel dan 

penegakan supremasi hukum.39 

b. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi sebagai pemersatu 

gerak, langkahkah tindakan nyata bagi segenap komponen 

penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang 

diberikan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan keamanan yang berwawasan lingkungan mrlalui 

peningkatan siskamling ditiap dusun, mengadakan penanaman 

pohon untuk mengurangi banjir, erosi dan pemanasan global. 

2. Mewujudkan kesehatan masyarakat meningkatkan daya saing 

desa, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan optimal 

pengeloaan sumber alam yang berkelanjutan. 

3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui 

peningkatan pendidikan agama tingkat usia dini baik disekolah, 

tempat pendidikan Al-Qur’an ataupun lingkungan keluarga. 

4. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasaran yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui 

pendidikan formal maupun informal. 

                                                           
39 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2019, hal 17 diakses pada 27 maret pukul 21:20  
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5. Melaksanakan perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis dan 

oprasional yang ditentukan. 

6. Meningkatkan ketahanan pangan serta mengelola sumber daya 

alam yang ada mulai usaha pertanian dan bekerja sama dengan 

petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil 

pertanian. 

7. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa sesuai 

dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

8. Mewujudkan pemerintahan yang baik, berih dan beribawa 

melalui pelaksanaan otonomi desa partisipasi, akuntabel dan 

penegakan supremasi hukum yang dikenal dengan sebutan 

istilah “Good Goverment”. 

Kedelapan misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan 

sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran 

tersebut akan dicapai melalui kegiatan program pembangunan 

pada setiap tahunnya. Untuk menginplentasikan keseluruhan 

misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat 

berdasarkan pada konsisi lingkungan internal dan eksternal 

yang ada pada tahun awal perencanaan.40 

 

 

                                                           
40 Ibid, 17-18 
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4. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa 

a. Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka pelksanaan 

pembangunan di Desa Jorongan ditempuh dengan beberapa strategi 

Pembangunan Desa sebagai berikut. 

b. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Jorongan 

yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagan desa 

yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

c. Strategi Pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk 

meningkatkan sumberdaya manusia agar mempunyai kepedulian 

untuk memajukan dsa dilihat dari faktor Pendidikan, Ekonomi, dan 

Sosial Budaya. 

d. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarhkan agar 

masyarakat banar-benar berprtisipasi dalam setip proses perencanaan 

sampai pelaksanaan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan 

pembangunan. 

 Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk 

mempersiapkan sumberdaya manusia di desa yang terlibat langsung 

dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku 

pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan 

dalam penyusunan program kegiatan tidak asal-asalan tetapi 

berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa 

dengan mempertimbangkan skala prioitas kebutuhan masyarakat. 
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 Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa 

penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa 

ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, 

Ekonomi dan sosial. 

 Strategi Pembangunan Ketiga dimakdkan agr masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam pross pengambilan 

kebijakan public supaya kepentingan- kepentingan ( baik perorangan 

maupun kelompok ) dapat diakomodasikan dalam  pengambilan 

kebijakan publik.41 

Berdasarkan hasil pemataan kelembagaan yang dilakukan pada 

waktu proses terhadap pemerintahan dibawah ini gambar 3.1 bagan 

kelembagaan Pemerintah Desa Jorongan sebagai berikut: 

5. Struktur Pemerintah Desa Jorongan 

Pemerintah desa merupakan penyelenggara dari urusan 

pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Desa 

dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Untuk mendukung dan 

mengoptimalkan pelaksanaan terhadap Kebijkan Dana Desa dalam 

meningkatkan pembangunan fisik di Desa Jorongan, maka perangkat 

kerja terhadap masalah Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan 

Infrastruktur menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepla Desa, 

dan bendahara yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Jorongan. 
                                                           
41 Ibid, 19 
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Membentuk dalam lingkup pemerintah Desa Jorongan Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo saling menunjang antara satu bidang 

dengan bidang yang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi yang 

lainnya, terutama dalam mengoptimalkan Efektivitas Kebijakan Dana 

Desa Dalam Meingkatkan Infrastruktur Di Desa Jorongan Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo. Dimana dalam meningkatkan 

pembangunan fisik di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo juga terdapat bidang lain yang menunjang Sekretaris Desa 

dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang bekerjs dilapangan. 

Berdasarkan hasil pemataan kelembagaan yang dilakukan pada 

waktu proses terhadap pemerintahan dibawah ini gambar 3.1 bagan 

kelembagaan Pemerintah Desa Jorongan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Struktur Pemerintahan Desa Jorongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dokumen Profil Struktur Desa Jorongan Tahun 2019 

Pada bagan struktur kelembagaan pemerintah Desa Jorongan yang 

memiliki jabatan tertinggi di Desa Jorongan terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kaur pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Kesrah, 

Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pembangunan, Kepala Dusun 

Krajan 1, Kepala Dusun Krajan 2, Kepala Dusun Campuran, Kepala 

Dusun Gili Pasar, Kepala Dusun Jawaan. Dimana Badan 

Kepala Desa 
Masuni 

Sekretaris 
Desa Susilo 

Kaur 
Pemerintahan 

Abdullah Sidiq 

Kaur Keuangan 
Topo   

Kaur Kesrah   
Budi Haryanto 

Kaur Umum 
Rofiq Ipang 

 

Kaur 
Perencanaan 

Luluk Amaliyah 

Kasi 
Pembangunan M. 

Imron Hamzah 

Kepala Dusun Krajan 1 
Nurul Huda 

Kepala Dusun Krajan 2 
M. Firdaus  

Kepala Dusun 
Campuran Ahmad Zaini 

Kepala Dusun Gili Pasar 
Andy Rajman 

Kepala Dusun Jawaan 
Nisa 
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Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah Desa.  

6. Kondisi Demografis Desa Jorongan  

Data dan perkembangan penduduk dalam suatu wilayah sangatlah 

penting. Dari data kependudukan suatu desa dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur perkembangan ketahanan ekonomi masyrakat Desa 

Jorongan. Jumlah penduduk Desa Jorongan mengalami kenaikan 

dengan adanya Dana Desa. Berikut dibawah ini data penduduk Desa 

Jorongan. 

Tabel 3.2 

       Jumlah Penduduk Desa Jorongan 

No Uraian Sumber Daya Manusia Jumlah Satuan 

1 a. Jumlah Penduduk 

Laki-laki 

4.842 Satuan 

2 b. Jumlah Penduduk 

Perempuan 

4.917 Satuan 

3 c. Jumlah Kartu Keluarga 2.374 KK 

           Sumber : Dokumen Profil Desa Jorongan Tahun 2019 

Berdasarkan data diatas pemerintah Desa Jorongan tahun 2019, 

jumlah penduduk Desa Jorongan terdiri dari 2.374 Kartu Keluarga, dengan 

jumlah total 9.759 jiwa dengan rincian jumlah penduduk Laki-laki 4.842 

Jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 4.917. 
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Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Menurut Usia 

No Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah Rata-rata Satuan 

L P 

1 0  s/d 4    Tahun 432 433 872 432,5 Jiwa 

2 5  s/d 9    Tahun 413 422 842 417,5 Jiwa 

3 10 s/d 14 Tahun 399 406 806 402,5 Jiwa 

4 15 s/d 19 Tahun 432 432 871 432 Jiwa 

5 20 s/d 24 Tahun 411 418 829 414,5 Jiwa 

6 25 s/d 29 Tahun 468 474 942 471 Jiwa 

7 30 s/d 34 Tahun 415 420 435 417,5 Jiwa 

8 35 s/d 39 Tahun 418 425 843 421,5 Jiwa 

9 40 s/d 44 Tahun 341 356 705 348,5 Jiwa 

10 45 s/d 49 Tahun 272 281 564 276,5 Jiwa 

11 50 s/d 54 Tahun 211 223 442 217 Jiwa 

12 55 s/d 59 Tahun 161 173 342 167 Jiwa 

13 60 s/d 64 Tahun 166 169 335 167,5 Jiwa 

14 65 s/d 69 Tahun 107 108 215 107,5 Jiwa 

15 70 s/d 74 Tahun  80 81 161 80,5 Jiwa 

16 Diatas 75 Tahun 104 106 210 105 Jiwa 

Jumlah 536 539 9.414  

Rata-rata 375,5 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

 
 

Sumber : Dokumen Profil Desa Jorongan Tahun 2019 

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk menurut usia tahun 2019 

menunjukkan bahwa Rata-rata penduuduk menurut usia di Desa 

Jorongan sebesar 9.414 Jiwa dengan jumlah Perbandingan jenis 

kelamin Laki-laki sebesar 536 Jiwa dan Perempuan sebesar 593 Jiwa. 

Berarti pada tahun 2019 jumlah Laki-laki lebih dominan dibanding 

dengan jumlah perempuan. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin 

Laki-laki juga didominasi oleh usia 4 tahun sampai diatas 75 tahun. 

Sedangkan yang berusia 4 tahun sebesar 872 jiwa sedangkan yang 

berusia diatas 75 tahun sebesar 210 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk 

menurut usia Desa dapat dilihat pada: 

7. Kondisi Ekonomi 

Keadaan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah dapat dilihat 

melalui jenis mata pencaharian masyarakatnya dan sarana 

perekonomian yang ada pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Tolak 

ukur dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat 

dilihat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kecilnya 

ketimpangan pendapatan antar penduduk, daerah dan sektor selain itu 

pembangunan ekomomi juga harus mampu menghapus atau 

mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan 

pendapatan. 
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Gambaran tentang kondisi ekonomi penduduk dapat dilihat dari 

jenis mata pencaharian penduduknya dan sarana perekonomian yang 

ada dalam suatu wiilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan 

pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin 

kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk. Tujuan utama dari 

pembangunan ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan yang tinggi 

akan tetapi juga harus dapat menghapus atau mengurangi tingkat 

kemiskinan. Ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah salah 

satu bentuk bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui 

kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian dari penduduk Desa 

tersebut. Mengenai tentang perekonomian masyarakat tentu tidak 

terlepas dari mata pencaharian masyarakat Desa Jorongan. Penduduk 

Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo mayoritas 

berprofesi sebagai Petani, Buruh industri, Pedagang, Buruh bangunan 

yang mereka miliki. 

                        Tabel 3.4 

                                Mata Pencaharian 

No Golongan Umur Jumlah Satuan 

1 TNI/POLRI 3 Jiwa 

2 Petani  1.842 Jiwa 

3 Buruh Tani 1.371 Jiwa 

4 Pedagang 322 Jiwa 
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5 Buruh Industri 123 Jiwa 

6 Usaha industri Rumah Tangga 145 Jiwa 

7 Jasa Angkutan 47 Jiwa 

8 Jasa 142 Jiwa 

9 Buruh Bangunan 48 Jiwa 

10 Pensiun 35 Jiwa 

11 Lain-lain 1.332 Jiwa 

      Sumber : Dokumen Profil Desa Jorongan Tahun 2019 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian 

masyarakat Desa Jorongan mayoritas sebagai Petani, Buruh tani, 

pedagang dan lain-lain. Sedangkan jumlah dari keseluruhan mata 

pencaharian di Desa Jorongan berkisar sebesar 4.078 jiwa. 

8. Kondisi Sosial Budaya 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam 

mendukung kemajuan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

akan memiliki pengaruh dalam tingkat panjang khususnya pada 

peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada 

selanjutnya akan mendorong pula pada tumbuhnya keterampilan 

kiwirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu 
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program pemerintah dalam mengentaskan angka pengangguran dan 

kemisikinan. 

Pada keadaan inilah yang menjadikan tantangan tentang 

pendidikan pada dasarnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh 

terhadap kualitas masyarakat yaitu dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan meningkatnya pula taraf hidup masyarakat. 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting apalagi dalam 

era modernisasi sekarang ini, dalam arti masyarakt mengubah sikap 

pandangan serta pola pikir tradional yang sulit menerima hal yang 

sifatnya baru untuk berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini. Berdasarkan jumlah pendidikan di Desa Jorongan 

antara lain: 

Tabel 3.5 

Jumlah Pendidikan penduduk Desa Jorongan 

No Golongan Umur Jumlah Satuan 

 

1 Usia 7 s/d 75 tahun tidak pernah sekolah 5031 Jiwa 

2 Lulus SD sederajad 524 Jiwa 

3 Tidak lulus SD sederajad 3587 Jiwa 

4 Lulus SLTP sederajad 321 Jiwa 
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 Sumber: Dokumen Profil Desa Jorongan Tahun 2019 

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut 

berpastisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan SD/Sederajat sebanyak 524 jiwa, sedangkan SLTP/Sederajat 

menurut jumlah pendidikan dari Desa Jorongan sebanyak 321 jiwa, dan 

SLTA/Sederajat sebanyak 278 jiwa, kemudian yang memiliki tingkat 

pendidikan Sarjana sebanyak 30 jiwa untuk menempuh kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Desa jorongan. 

b. Kesehatan 

 Masalah kesehatan merupakan hak setiap warga masyarakat yang 

merupakan hal penting bagi peningkatan kualitas masyarakat untuk 

kedepannya. Untuk menciptakan masyarakat yang harus didukung dengan 

5 Tidak lulus SLTP sederajad 0 Jiwa 

6 Lulus SLTA sederajad 278 Jiwa 

7 Tidak lulus SLTA sederajad 0 Jiwa 

8 Lulus D-1 12 Jiwa 

9 Lulus D-2 11 Jiwa 

10 Lulus S-1 30 Jiwa 

11 Lulus S-2 04 Jiwa 

12 Lulus Kejar Paket A 263 Jiwa 

13 Lulus Kejar Paket B 137 Jiwa 
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kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dari data yang menunjukkan 

adanya jumlah fasilitas yang ada di Desa Jorongan antara lain: 

Tabel 3.6 

                   Jumlah Kesehatan 

No Jenis Fasilitas Kesehatan Status (Ada/Tidak) Jumlah Satuan 

1 Rumah Sakit Tidak - Unit 

2 Puskemas Ada 1 Unit 

3 Pustu Tidak - Unit 

4 Polindes Tidak - Unit 

5 Rumah Sakit Tidak - Unit 

      Sumber : Dokumen Profil Desa Jorongan Tahun 2019 

Dengan adanya fasilitas yang ada di Desa Jorongan merupakan 

fasilitas kesehatan yang penting menurut masyarakat Desa Jorongan 

dikarenakan terdapat Puskesmas supaya bisa membantu masyarakat 

Desa jorongan yang mengalami kondisi kurang sehat. Menurut data 

yang diperoleh dari Pemerintah Desa Jorongan bahwasanya terdapat 

satu fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas yang terletak di tengah-

tengah Desa sehingga lokasinya mudah dijangkau untu masyarakat 

Desa Jorongan. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

 
 

B. Dampak dan Pengelolaan Dana Desa 

1. Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur 

Dampak dari adanya Dana Desa dalam upaya Pengelolaan Dana 

Desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan 

disini bukan diartikan sebagai pembangunan infrastruktur saja. 

Pembangunan terdiri dari atas pembangunan infrastruktur dan 

pemberdayaan masyarakat. dimana infrastruktur dalam bentuk fisik 

yang membantu dan mempermudah akses masyarakat Desa Jorongan 

dalam kegiatan sehari-hari. Dimana Dampak Pengelolaan Dana Desa 

terhadap pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik 

melalui jalan dan drainase sehingga dalam ketetapan terhadap 

pelaksanaannya dari Dana Desa di Desa Jorongan diukur dari 

bagaimana kerjasama antara pemerintah serta masyarakat Desa 

Jorongan. 

Selain data yang diperoleh dari aparatur Desa Jorongan juga 

didapat sebagian masyarakat desa sebagai informasi yang berhak untuk 

mengutarakan pendapatnya mengenai dampak dari pengelolaan Dana 

Desa dalam peningkatan infrastruktur di Desa Jorongan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Topo selaku kaur 

keuangan mengatakan bahwa 

”Dampak terhadap pengelolaan dana desa termasuk lebih baik 

dari sebelumnya sehingga dalam peningkatan infrastruktur yang 

sudah dalam perbaikan semakin meningkat dan terihat atau lebih baik 
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dari sebelumnya jadi masyakat Desa Jorongan mudah untuk 

menggunakan akses yang sudah di fasilitasi oleh Desa seperti dalam 

perbaikan jalan, drainase, paving dan pembuangan sampah sehingga  

masyakat lebih mudah lagi untuk menggunakannya.42 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafi’i selaku warga 

desa jorongan menjelaskan  

“Bahwasanya dampak dan pengelolaan terhadap dana desa 

cukup nampak seperti jalan, paving yang awalnya jalan itu buntu 

sekarang bisa tembus kejalan raya. Dimana dana desa tersebut sudah 

dalam pengelolaan dana desa yang stabil karena selain pembangunan 

jalan desa jorongan juga menfasilitasi gapuro tempat sampah tapi 

masih belum ada pembersih sampah atau tukang sampah yang setiap 

harinya membantu warga masyarakat Desa Jorongan.43 

Berdasarkan hasil yang menunjukkan bahwa dampak dan 

pengelolaan dana desa sudah terlihat dengan adanya peningkatan 

infrastruktur seperti jalan, paving, drainase dan pelebaran jalan, 

sehingga untuk memberikan informasi kepada masyarakat sudah baik 

dengan adanya Anggaran Dana Desa yang ada di  Desa Jorongan. 

Sehingga kondisi inilah yang  menjadi salah satu penyebab 

peningkatan dana desa yang membaik karena peningkatan infrastruktur 

                                                           
42 Hasil Wawancara dengan Bapak Topo selaku Kaur Keuangan, tentang Dampak Pengelolaan 
Dana Desa di Desa  Jorongan, di Balai Desa, 13 April 2020. 
43 Hasil Wawancara dengan Bapak Syafi’i selaku warga Desa Jorongan, tentang Dampak 
Pengelolaan Dana Desa di Desa Jorongan, di Rumah Bapak Syafi’i, 17 Mei 2020. 
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tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang memberikan 

akses terbaik untuk masyarakat Desa Jorongan.   

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 

Proses Pelaksanaan kegiatan Pengeloaan Dana Desa dalam 

meningkatkan infrastruktur dengan anggaran Dana Desa di Desa 

Jorongan didasarkan pada pelaksanaan  berupa infrastruktur fasilitas 

penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dimana 

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu efektivitas 

terhadap desa yang merupakan kegiatan terlaksana oleh desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku kaur 

pemerintahan menyatakan bahwa: 

”Prosesnya terhadap pelaksanaan pengolaan dana desa tingkat 

kepeduliaanya terhadap masyarakat membaik terhadap peningkatan 

infrastruktur. Banyaknya anggaran yang digunakan untuk oprasional 

pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja sudah terlihat dengan 

adanya Pengelolaan Dana Desa sehingga kegiatan pembangunan 

desa yakni salah satunya pembangunan jalan, draainase, paving 

sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat 

untuk menggunakan jalan yang sudah dalam perbaikan. 44 

                                                           
44 Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Kaur Pemerintahan, tentang Tahapan 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Jorongan, di Balai Desa, 15 April 2020. 
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Melihat hasil diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun 

dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan 

terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan infrastruktur di 

Desa Jorongan sudah mulai efektiv. 

Hasil wawancara dengan Bapak Topo selaku kaur keuangan   

mengatakan bahwa: 

Dengan adanya Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di 

Desa Jorongan sudah mulai membaik dengan adanya peningkatan 

infrastruktur yang ada di Desa Jorongan. Sehingga kegiatan 

pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan jalan, drainase 

dan paving sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun hal ini 

tidak efektif karena tidak ada  pengawasan yang dilakukan oleh desa 

masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari 

setia kegiatan pembangunan yang terjadi di desa 45 

Melihat dari hasil diatas, Proses pengelolaan Dana Desa yang telah 

disusun sudah berjalan dengan baik dengan adanya peningkatan 

infrastruktur yang ada di Desa Jorongan, sehingga masyarakat Desa 

Jorongan dengan mudah melakukan Proses Pengelolaan Dana Desa 

dengan mudah. 

                                                           
45  Hasil Wawancara dengan Bapak Topo selaku Kaur Keuangan, tentang Dampak Pengelolaan 
Dana Desa di Desa  Jorongan, di Balai Desa, 13 April 2020. 
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Adapun dengan terkaitnya Dana Desa dalam meningkatkan 

infrastruktur di Desa Jorongan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.8 

Pelaksanaan Pembangunan Desa 

 

Tabel diatas menunjukkan jumlah pelaksanaan pembangunan desa 

yang diterima oleh Desa Jorongan adalah sebesar Rp 1.456.429.000, 

dimana anggaran dana desa oleh pemerintah Desa Jorongan diperuntukkan 

untuk desa dengan bidang kegiatan yakni, pendidikan dengan anggaran 

sebesar Rp 16.200.000, sedangkan bidang kesehatan menggunakan 

anggaran sebesar Rp 134.683.000, untuk pekerjaan umum dan penataan 

ruang dengan anggaran Rp 1.180.963.000, dan kawasan pemukiman 

No Bidang Sub Bidang Anggaran Bobot 

 

1.  

 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Pendidikan Rp      16.200.000  

Kesehatan Rp    134.683.000  

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Rp 1.180.963.000  

Kawasan Pemukiman Rp    122.748.000  

Perhubungan,komunikasi 

dan Informatika 

Rp        1.898.000  

Jumlah Rp 1.456.429.000 71.87% 
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menggunakan anggaran Rp 122.748.000, sedangkan perhubungan, 

komunikasi dan informatika menggunakan anggaran Rp 1.898.000 hal ini 

dilihat dalam proses kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang 

ada di Desa Jorongan. 

C. Peningkatan Infrastruktur Terhadap Dana Desa 

1. Kondisi Infrastruktur di Desa Jorongan 

Pengertian infrastruktur itu sendiri adalah sistem yang menunjang 

sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus mennjadi 

perhubungan sistem terhadap lingkungan. Dimana kondisi 

infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem 

perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula 

pengaruhnya terhadap ekonomi. 

Desa Jorongan sendiri merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo. Desa Jorongan dulunya merupakan 

desa yang tidak memiliki infrastruktur yang nyaman karena 

pembangunan jalan masih belum diaspal atau di paving, Ujar pak 

masuni yang merupakan kepala desa jorongan. Dulunya masyarakat 

mayoritas bekerja sebagai petani, industri dan peternak sampai 

sekarangpun tetap. 

“Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Buhasan Selaku 

warga Desa Jorongan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 
 

 
 

“Dimana kondisi infrastruktur di Desa Jorongan terlihat mulai 

mengalami perubahan setelah peningkatan infrastruktur. Dari hal ini 

Desa Jorongan sudah  mulai nyaman dengan adanya infrastruktur di 

Desa Jorongan yang semakin membaik. Akses jalan yang sudah dalam 

perbaikan sudah mulai aktif.46 

Berdasarkan temuan di lapangan adalah merupakah kondisi 

infrastruktur di desa jorongan sudah mulai mengalami perubahan dan 

peningkatan terhadap infrastruktur. Hasil yang didapat sekarng sudah 

mulai baik dan bagus untuk di lewati oleh masyarakat sekitar. 

2. Dana Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur 

Adapun terkait dengan Kondisi dana desa dalam peningkatan 

infrastruktur di desa jorongan merupakan dana yang bersumber dari 

APBN yang di peruntukkan untuk desa pertahunnya. Dana tersebut 

digunakan untuk pembangunan desa demi tercapainya pembangunan 

yang ada di desa. Desa memperoleh Dana hingga miliaran. Dana desa 

dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan 

dari adanya kebijakan dana desa sendiri. Dana desa ada untuk 

meningkatkan infrastruktur di desa.  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan terhadap kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai 

                                                           
46 Hasil Wawancara dengan Bapak Abuhasan selaku Warga Desa Jorongan, tentang Kondisi 
Infrastruktur di Desa Jorongan, di Rumah Bapak Abuhasan, 17 Mei 2020. 
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kebutuhan desa dalam penyelenggarakan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. Dimana Dana Desa tersebut merupakan 

perolehan bagian keuangan untuk mengatur suatu kegiatan atau 

kebutuhan desa yang penyalurannya melalui kas desa. 

  Menurut hasil wawancara dengan Bapak Masuni selaku Kepala 

Desa Jorongan mengatakan Bahwa 

“Untuk Dana Desa terhadap Peningkatan Infrastruktur di 

Desa Jorongan sudah berjalan dengan baik dengan ketentuan yang 

sudah ditetapakan dimana telah dilakukan dengan peningkatan 

infrastruktur  yang sudah ada di Desa Jorongan. Sehingga 

peningkatan infrastruktur terhadap Dana Desa sudah mulai teratasi 

dan berjalan dengan baik. Kenapa begitu karena saya meninginkan 

warga mualai nyaman dengan adanya fasilitas peningkatan 

infrastruktur yang sudah ditetapkan di Desa Jorongan.47 

Peningkatan terhadap infrastruktur Desa Jorongan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dimana telah dilakukan dengan adanya 

peningkatan infrastruktur yang ada di Desa Jorongan. Merupakan hasil 

infrastruktur yang sangat penting bagi Desa Jorongan supaya tidak 

terjadi penghambatan jalan. Sehingga peningkatan terhadap 

infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting terhadap 

masyarakat di Desa Jorongan dikarenakan peningkatan infrastruktur 

                                                           
47 Hasil Wawancara dengan Bapak Masuni selaku Kepala Desa Jorongan, tentang Dana Desa 
Terhadap Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorongan, di Balai Desa, 13 April 2020. 
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merupakan salah satu yang dibutuhkan di Desa Jorongan Seperti 

perbaikan Jalan, drainase dan jembatan sehingga Desa Jorongan 

sekarang sudah mulai memfasilitasi terhadap masyarakat yang ada di 

Desa Jorongan. 
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM 

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA JORONGAN 

KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO 

Dana Desa dalam Infrastruktur merupakan kesejahteraan 

masyarakat dan pendapatan desa. Dana Desa itu sendiri diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa  akan digunakan 

untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa  sesuai dengan kebutuhan 

dan prioritas dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber 

dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunan dana desa, 

pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan penggunaan dana 

desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Dimana ifrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan perekonomian indonesia. Infrastruktur selain 

berperan sebagai meningkatkan perekonomian juga berperan sebagai 

infrastruktur yang penting terhadap indonesia. Maksudnya dengan adanya 

pembangunan dapat pula mengangkat pembangunan infrastruktur lainnya 

menjadi semakin meningkat dikarenakan indonesia membutuhkan 

pertumbuhan terhadap perekembangan infrastruktur yang semakin 

meningkat. Pembangunan desa dalam keseluruhan rangkaian usaha yang 
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dilakukan dengan lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan desa. 

Pembangun desa itu sendiri di desa jorongan merupakan hal penting untuk 

meningkatkan pencapaian bersama. 

A. Analisis Kondisi Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jorongan  

Pengelolaan Dana Desa ialah ketentuan yang berlaku dimana telah 

diawali dengan pembentukan suatu pelaksana dalam peraturan tersebut 

memaknai bahwa pengelolaan Dana Desa juga harus dilakukan 

berdasarkan tata kelola yang baik (Good Governance) supaya pengolaan 

Dana Desa dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana sumber pendapatan 

dalam pengeloaan dana desa dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui undang-undang desa. 

Pemerintah menempatkan desa sebagai pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. desa diberikan kewenangan dan diberikan 

sumber dana desa untuk menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat supaya pemerintah 

telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada 

Desa. 

Dimana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam 
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rangka penyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

serta pelayanan masyarakat dan pengelolaan Dana Desa merupakan 

perolehan bagian keuangan desa. Berdasarkan anggaran pendapatan dan 

Belanja Desa (APBdes) Desa Jorongan jumlah anggaran yang didapat dari 

Dana Desa terkait dengan hal tersebut, berikut pendapatan yang diterima 

oleh Desa Jorongan pada tahun 2019 antara lain Anggaran Dana Desa 

sebesar Rp 1.672.421.500 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta 

empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk meningkatkan 

kegiatan perekonomian perdagangan masyarakat yang pada kahirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belanja 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 285.694.350,-, Belanja Bidang 

Pelaksanaan Pembangunan  Desa Rp 1.330.292.300,- Bidang Bidang 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 16.422.000,- dan Bidang Dana 

Tidak Terduga Rp 5.000.000,- dan diaplikasikan untuk kegiatan 

penyelenggarkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masuni selaku Kepala 

Desa di Desa Jorongan.     

“ kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan 

yang sudah melekat sama desa, seperti keidupan desa yang harmonis, 

rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong 

masyarakat desa yang tinggi. Dimana kondisi dan pengelolaan dana 

desa sudah terlihat sampai sekarang mulai sudah lancar dengan 

adanya peningkatan infrastruktur yang merupakan dana desa di desa 
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jorongan sehingga dana desa yang digunakan sudah terlihat dengan 

adanya peningkatan infrastruktur tetapi bukan hanya infrastruktur 

jalan saja yang sudah termasuk penggunaan anggaran dana desa 

tetapi masih ada yang meliputi posyandu, pengadaan olahraga, 

gotong royong, air bersih, peningkatan aparatur desa dan yang 

lainnya. Sehingga dana desa yang digunakan di desa jorongan sudah 

mulai teratasi dan terlihat.48 

Dengan berdirinya Pengelolaan Dana Desa. Maka kondisi 

terhadap Pengelolaan Dana Desa sudah terlihat sampai sekarang dan 

mulai sudah lancar dengan adanya peningkatan infrastruktur yang 

merupakan pengelolaan dari dana desa di desa jorongan sehingga dana 

desa yang digunakan sudah terlihat dengan adanya peningkatan 

infrastruktur. Dimana pengelolaan tersebut merupakan pengelolaan 

yang cukup baik dalam Dana Desa. 

B. Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur di 

Desa Jorongan 

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan untuk desa pertahunnya. Dana tersebut digunakan untuk 

pembangunan desa demi tercapainya peningkatan terhadap infrastruktur. 

Dimana Dana Desa digunakan untuk operasional terhadap Dana Desa yang 

                                                           
48 Hasil Wawancara dengan Bapak Masuni selaku Kepala Desa Jorongan, tentang Kondisi Dan 
Pengelolaan Dana Desa di Desa Jorongan, di Balai Desa, 13 April 2020. 
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dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari 

adanya kebijakan dana desa sendiri. Dana desa ada untuk mewujudkan 

infrastruktur yang ada di Desa Jorongan. Berdasarkan hasil yang didapat 

mengenai Efektivitas Kebijakan Dana Desa Di Desa Jorongan Kecamatan 

Leces Kabupaten Probolinggo ditemukan dengan beberapa informasi yang 

didapat mampu menjelaskan bagaimana efektivitas dana desa dalam hasil 

yang didapat meliputi tepat pelaksanaan, tepat kebijakan dan tepat prosesnya.  

1. Tepat Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaannya dapat diartikkan bagaimana kerjasama yang 

dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri atas pemerintah, 

swasta maupun masyarakat. bahwasanya kebijakan bukan hanya dari pihak 

leembaga pemerintah saja melainkan dari ketepatan pelaksanaan yang 

dinilai tepat apabila dalam pelaksanannya sudah mencangkup tiga pihak. 

Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan yang malalui jalan, 

drainase, yang dibutuhkan masyarakat.  

Berdasarkah hasil wawancara di Desa Jorongan dalam 

pelaksanaanya menurut Bapak Abdullah Siddiq selaku kaur pemerintahan 

adalah     

“kalau dalam pelaksanaan pembangunan seperti jalan, dan drainase 

itu sudah termasuk peningkatan infrastruktur yang dilaksanankan oleh 

desa dek, jadi masyarakat bisa menggunakan fasilitas desa dengan baik. 

Untuk tenaga-tenaga dalam pembangunan infrastruktur melibatkan 

proyek supaya hasil yang didapat maksimal. Karena semenjak adanya 
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infrastruktur banyak manfaat yang di dapat di Desa Jorongan terutama 

pada kenyamanan jalan dan saluran air yang terbenam di drainase 

karena dilihat dari pendapatan warga desa jorongan semakin meningkat 

dari sebelumnya. Dimana dulunya sebagai infrastruktur seperti jalan 

bebatuan sekarang di aspal sedangkan drainase awalnya tidak ada 

sekarang ada.49 

Dari pernyataan yang di dapat diatas menyebutkan bahwa 

pemerintah desa melakukan pembangunan dengan suatu kewajiban dari 

pihak pemerintah desa. Supaya dalam peningkatan terhadap infrastruktur 

berjalan dengan baik akan tetapi infrastrktur dilaksanakan oleh desa 

berupa jalan, drainase, paving dan buis beton dalam pembangunan 

infrastruktur ini masyarakat bisa menggunakan fasilitas dengan baik yang 

sudah di berikan oleh desa. Dengan berdirinya pembangunan infrastruktur 

di Desa Jorongan terhadap kondisi masyarakat akan terpengaruh dengan 

baik dikarenakan peroleh yang didapat memuaskan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang didapat telah menunjukkan bahwa dengan adanya 

pembangunan infrastruktur menimbulkan dampak yang positif kepada 

masyarakat.  

2. Tepat Kebijakan 

Tepat kebijakan dalam suatu kebijakan dapat diartikan sebuah 

tolak ukur bagiamana suatu kebijakan tersebut dinilai memang benar-
                                                           
49 Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Kaur Pemerintahan, tentang Efektivitas Dana 
Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorongan, Berdasarkan Tepat Pelaksanaan, di 
Balai Desa, 15 April 2020. 
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benar diperlukan untuk masyarakat atau tidak. Tetapi dalam mengukur 

terhadap efektivitas kebijakan tersebut tepat atau tidak seperti halnya 

dalam kebijakan pemerintah dalam mengesahkan Undang-undang terkait 

Dana Desa. Kebijakan dianggap tepat apabila bisa memecahkan suatu 

masalah yang ada. 

Pembangunan yang dapat menunjang dan membantu kegiatan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pembangunan infrastruktur serta 

pemberdayaan masyarakat di desa jorongan lebih mudah. Akses jalan 

misalnya, jalan-jalan desa dari dusun perdusun masih jalanan kecil dan 

berlubang. Awalnya, hal itu disampaikan langsung oleh kepala desa Bapak 

masuni 

 “Dulu waktu saya masih belum jadi kepala desa jalan yang ada di 

desa jorongan banyak yang rusak atau berlubang dulu jalan tidak 

seperti sekarang, kalau hujan air sering tergenang yang menyebabkan 

banjir maka dari situ kebijakan dari pemerintah desa menginginkan 

desa jorongan yang sekarang jalan dan drainse bisa teratasi dan 

berjalan dengan lancar saat perbaikan infrastruktur. Buktinya di Desa 

Jorongan sekarang masalah infrastruktur semakin meningakan dan 

dalam perbaikan semuanya.50 

                                                           
50 Hasil Wawancara dengan Bapak Masuni selaku Kepala Desa Jorongan, tentang Efekivitas Dana 
Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorongan, Berdasarkan Tepat Kebijakan di Balai 
Desa, 13 April 2020. 

 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Sudah efektif dimana peningkatan infrastruktur sudah termasuk 

sentral terhadap dana desa dan bisa dilihat dari setiap krajan sudah 

dalam perbaikan terhadap infrastruktur maka dari itu Dana Desa yang 

di anggarkan untuk desa sudah berjalan dengan ketentuan yang ada 

dari pemerintah. Peningkatan infrastruktur yang sudah dalam 

perbaikkan diantaranya aspal, drainase, paving, jalan hotmik dan 

pelebaran jalan jadi dana desa digunakan untuk kebutuhan 

infrastruktur untuk sisanya dari dana desa digunakan kebutuhan yang 

lain 

3. Tepat Proses 

Aspek terakhir dalam melihat efektivitas adalah ketetapan proses-

Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian 

yang berkaitan, awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi 

sebuah tujuan. Didalam proses ini dapat melibatkan perorangan, 

kelompok, organisasi lembaga serta masyarakat menyusun suatu 

rencana yang kemudian diwujudkan sesuai tujuan yang diharapkan. 

Dimana suatu proses yang dilaksanakan oleh dana desa sudah berjalan 

dari pemerintah sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Adapun dana 

desa yang berperan sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini 

pembangunan yang terjadi di desa jorongan kecamatan leces 

kabupaten probolinggo ada layanan sebagian dari desa agar tercapai 

masyarakat yang mandiri. Layanan tersebut berupa pembangunan 

infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah dijabarkan 

dan dikemukakan pada bab sebelumnya, maka oleh karena itu pada bab ini 

diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan 

tepat dari hasil pembahasan dan peneitian sedangkan pada saran merupakan 

rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan. 

A. Kesimpulan  

Berdasrkan hasil pembahasan dan penelitian tentan Efektivitas Kebijakan 

Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorongan, yang 

dilakukan penulis maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jorongan  

Melihat kondisi dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jorongan dengan 

adanya Pengelolaan Dana Desa ialah ketentuan yang berlaku dimana telah 

diawali dengan pembentukan suatu pelaksana dalam peraturan tersebut 

memaknai bahwa pengelolaan Dana Desa juga harus dilakukan berdasarkan 

tata kelola yang baik (Good Governance) supaya pengolaan Dana Desa 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana kondisi infrastruktur di Desa 

Jorongan terlihat mulai mengalami perubahan setelah peningkatan 

infrastruktur. Dari hal ini Desa Jorongan sudah  mulai nyaman dengan adanya 
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infrastruktur di Desa Jorongan yang semakin membaik. Akses jalan yang 

sudah dalam perbaikan sudah mulai aktif. 

Dengan adanya pengelolaan Dana Desa Di Desa Jorongan 

menunjukkan kondisi masyarakat semakin meningkat dan terpernuhi dalam 

peningkatan infrastruktur yang ada di Desa Jorongan. Bahkan dari segi 

infrastruktur yang ada di Desa Jorongan sudah teratasi dan bisa digunakan 

dengan baik. Berdasarkan pelaksanaan dalam peningkatan infrastruktur sudah 

berjalan dengan semestinya sehingga masyarakat Desa Jorongan dengan 

mudah utuk menfasilitasi infrastruktur yang ada di desa Jorongan, seperti 

jalan, drainase, paving dan selokan. 

2. Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorongan 

Dimana dalam peningkatan infrastruktur terhadap Dana Desa digunakan 

untuk operasional terhadap Dana Desa yang dinilai efektif apabila dana 

tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa 

sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan infrastruktur yang ada di Desa 

Jorongan. Berdasarkan hasil yang didapat mengenai Efektivitas Kebijakan 

Dana Desa Di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo 

ditemukan dengan beberapa informasi yang didapat mampu menjelaskan 

bagaimana efektivitas dana desa dalam hasil yang didapat meliputi tepat 

pelaksanaan, tepat kebijakan dan tepat prosesnya. Sehingga pencapaian 

tujuan terhadap Dana Desa yang dilakukan di Desa Jorongan sudah mulai 

membaik dengan adanya peningkatan infrastruktur yang sudah ada. 
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B. Saran  

1. Sebagai pemerintah Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo, dalam proses pengelolaan dana desa dimulai dari tahap tepat 

pelaksanaan tepat kebijakan dan tepat prosesnya harus melibatkan masyarkat 

dalam setiap alur.  

1. Bagi Masyarakat Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo 

diharapkan mampu mengawasi pengelolaan dana desa dalam program 

peningkatan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah desa yang 

menggunakan Pengelolaan Dana Desa. 

2. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam 

perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintah Desa. Masyarakat beserta 

lapisan masyarakat yang mampu menjalankan program pengelolaan dana 

desa dengan jujur, baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
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